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SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA
NOMOR :W24-A1] i3cP /OT.00MII2018
TENTANG
PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KENERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA AMBON TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS 1A

2. Bahwa uniuk melaksanakan kalentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
MNegara Momar : PERS/M PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penefapan Indikator Kinerja Uiama (1KUY Instans
Pamerintah;

b. Bahwa dalam ranghka pengukuran dan peningkatan kensia sera lebib meningkatkan Akuntabilitas kinerja, paru maningau
kembali atau mereview dengan barakhimya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPUM) Tahun 2040 — 2014,
dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 — 29 maka Pengadilan Agama Ambon
perlu meninjau kembali atsu maneview stan penyempemazn Indikator Kinena Utama (IKU) Pengadilan Agama Armbon.

¢. Bahwa sabungan dengan il a dan b, maka pedu ditetapkan Reviuw indikator Kinerja Utama {IKU) Pengadilan Agama
Amborn.

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2008 lentang perubahan Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang Momor ;50 Tahun 20089 tentang perubahan kedua aas Undang-undang Momar : 7 Tahun 1987
tentang Peradilan Agama

3. Undang-Undarg Nomeor : 3 Tahun 2000 tentang perubahan kedua stas Undang undang Nomor : 14 Tahon 1985

tentang Mahkamah Agung R

Undang-Lndang Momar 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pambangunan Jangka Paniang Mesional 2005 - 2025,

Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparaiur Negara Nomor: Per'09/M.PAN 082007 tentang pedoman umum

penetapan Indivaor Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri PAN dan RE Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pelunuk Penyusunan Indikator Kenerja Utama.

Peraturan Presiden RI Nomor & Tahun 2040 tentang Rencana Pembangunan Jangka Manengah 2015 - 2019,

Peraturan Presiden Rl Nomar 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformeass Birokrasi 2010 - 2025

Peraturan Sekredaris Mahkimah Agung RI Momoe DOS/SER/SKNZ010 tentarg Indikator Kenerja Utama MA RI

0. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birskras! Ri Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Peranjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas L aporan Kineija Instansi Pemerintat.

11, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Onganisasi dan Tats Kerja Kepaniteraan dan
Kesakretaratan Peradilan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Megara Nomor @ PERMSM PANIS20T
tentang Fedoman Umum Penctapan Indikstar Kinega.

1. Hasil Rapat Tim Review Rensfra 2015-2(H9 tanggal, 18 Desember 2019
MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UITAMA
(IKL)) PENGADILAN AGAMA AMBON TAHUN 2018,

Reviuw Indikator Kinarfa Utama [IKU) sebagaimana tercanturm dalam lampiran kepulusan i menspakan acuan kinega yang
digunakan ok Pengadilan Agama Ambon, unfuk menetapkan Rancana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinera dan
Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinera Instansi Pemerntah (LKGP} serfa melakukan
evaluzsi pencapaian kinefda sesual dengan dokumen Rewviuw Rencana Strategis Pengadilan Agama Amban Tahun 201 5-2019.

Pemyusunan Laporan Reviw Indikator Kiverja Liama (kL) disampaikan bepada fetua Pengadien Agama Ambon.

Kepuiusan ini mulai beraku sojak tanggal ditetaphkan, dengan ketentuan apabile dikemudian han terdspat kekeliuan akan
diperbatki sebagaimana mestinya.
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Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Past,
Transparan dan
Aluntabel

a. Persentase sisa perkara
vang diselesaikan

b. Persentase perkara yang
ilizalesaikan tepat waktu

. Persentase penurunan

sisa perkara

SUMBER DATA

Laporan Bulanan,
dan
Laporan Tahunan

i, Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hlkenm :

- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali

¢. Index responden pencari
leeadilan yang puas
terhadap lavanan
peradilan

PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan X 100%
Jlumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan Panilera
Catatan :
Sisa perkara : sisa perkara lahun sebelumnya
Jumlah Perkara yvang diselesaikan tahun berjalan x 100%
Jumiah Perkara vangada Panitera
Catatan :
#  Perbandingan Jumiah perkara yang diselesaikan dengan
perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan
perkara yang masuk)
# Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima
tahun berjalan ditambah sisa perkara Llahun sebelumnya
#  Penyelesaian  perkara  tepat waktu=perkara  yang
diselesaikan tahun berjalan
Ti1-Tn X 100%
Tn1 Panitera
Tn = Sisa perkara lahun berjalan
Tr.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
Catatan :
Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
Jumiah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum x 100%
Jumlah Putusan Perkara Panitera
Catatan :
# Upaya Hukum = Banding, kasasi, PR
» Secara hukum semakin sedikil yang mengajuban upaya
hulkum, maka semakin puags alas putusan pengadilan
Index Kepuasan Pencari Keadilan Panitera

Catatan :

PERMENPAN MNomor KEP/25/M.PAN/2 /2004 tanggal 24 Februari
2004 tentang Pedoman Umuom Penyuisunan Index Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah gesuai Peraturan
Menteri PAN dan BB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman
Survey Kepuasan Masyarakal Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Publik

Laporan Bulanan,
dan
Laporan Tahunan

Laporan Bulanan,
dan

Laporan Tahunan

Laporan Dulanan,
dan
Laporan Tahunan

lLapnran
Semesteran,
dan
Laporan Tahunan




Peningkatan
efelctifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Meningkatan
Akses Peradilan

| bagi masyarakal
miskin dan
terpingrirkan

a. Persentase isi putusan

yang diterima oleh para
pihak tepat waktu

Persentase perkara yanyg
diselesaikan melalui
mediasi

Persentase berkas
perkara yang
dimuhonkan Banding,
Kasasi dab PK yvang
diajukan secara lenghap
dan lepal waklu

Perscntase putusan vang
menarik perhatian
masyarakat (ckonomi
syariah) yang dapat oi
akses secara online
dalam waktu 1 hari sejak
diputus,

d:

.

Persentase perkara
prodeo yang diselesaikan

' b. Persentase perkara vang

diselesaikan di luar
gedung pengadilan

Persentase perkara
permohonan [Veduntair]
[dentitas Hukum

Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu x 10059
Jumlah Putusan Panitera Laporan Bulanan,
dan
Laporan Tahunan
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi = x 100%
Jumlah Putusan yang dilakukan Mediasi Panitera Laporan Bulanan,
dan
Catatan: Laporan Tahunan
PERMA Nomer 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan
Banding, Kasasi dan PK sccara lengkap x 100% Panitera Laporan Bulanan,
Jumlah berkas perkara vang dimohonkan upaya hukum dan
Laporan Tahunan
Tumlah amar putusan perkara ekonoemi syariah
Yang diupload dalam website x 100% Panitera Laporan Bulanan,
Jumlah putusan perkara dan
Laporan Tahunan
Jumilah Perkara Prodeo vang diselesaikan x 100%,
Jumlah Perkara Prodeo Panilcra Laporan Bulanan,
dan
Catatan ; Laporan Tahunan
PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan x 100%
Jumlah Perkara vang seharusnya diselesaikan Panitera Laporan Bulanan,
di fuar gedung Pengadilan darn
Catatan : Laporan Tahunan
¥ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan
# D luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan
di luar kantor pengadilan (zetting plaate, sidang keliling
maupun gedung-gedung lainnya)
Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang disclesaikanx100%
Jumlah Perkara Volunlair ldentitas Hukum yang diajukan Panitera Laporan Bulanan,

Catatan :
# PERMA No.l tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang
Keliling  Pengadilan  Negeri dan Penbgadilan  Agama

dan
Laperan Tahunan




/Mahkamah Syariah dalam rangka penerhitan  akta
perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran,

# SEMA No.3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan
Pemerikeaan  Perkara Voluntair Isbath Nikah dalam
Pelayanan Terpadu.

= Identitas hukum : Orang atau Anak vang status hukumnya
tidak jelas.

# Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan,
Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil

d. Persentase pencari

keadilan golongan
tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum
[POSHAKLM)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum  x 100%,
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Catatan:
¥ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan

Meninglkatnya
kepatuhan
terhadap
putuzan
pengadilan

Persentase Pulusan Perkara
Perdata vang ditindaklanjuti
(dieksekusi]

» Golongan Tertentu yakni masyarakatl miskin  dan
lerpinggirkan [ marjinal]
Jumlah Putusan Perkara vang ditindaklanjuti x* 100%

Jumlah Putusan Perkara vang sudah BHT

Catatan :
BHT : Barkekuatan Hukum Tetap

Panitera

Fanitera

Laporan Hulanan,
dan
Laporan Tahunan

Laporan Bulanan,
dan
Laporan Tahunan
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